
 
 

 
 

 
 
 

RANCANGAN 
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR … TAHUN … 
TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA PENATAAN PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN TAHAP I 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik, sehingga perlu dilakukan penyusunan regulasi yang 
adaptif, efektif, dan responsif; 

  b.  bahwa untuk memberikan kepastian dan keseragaman 
hukum serta memberikan ruang inovasi dan adaptasi 
terhadap perkembangan zaman, perlu mencabut 

beberapa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur mengenai 
pelayanan publik; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi tentang Pencabutan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Dalam Rangka Penataan Kebutuhan Aturan 
Perundang-undangan Tahap I; 

 
 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6994); 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 



4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 374); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66); 
 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN 

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DALAM 
RANGKA PENATAAN KEBUTUHAN ATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN TAHAP I. 
 

Pasal 1 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor: 
a. 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 

di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintahan 
Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1417); 
b. 19 Tahun 2016 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 

di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, 

Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah 
Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1609); 

c. 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 
di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, 

Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah 
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 37); dan 

d. 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan 
Indonesia Melayani Tahun 2018-2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 832), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

 
Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 
 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  

REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

 
RINI WIDYANTINI 

 
 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 
 
DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
 

SUPRATMAN ANDI AGTAS 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR .... 

M 


